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KERANGKA UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TINDAK LANJUT RAKORTEK

HASIL PEMBAHASAN RAKORTEK

RANCANGAN PERMENDAGRI TENTANG PEDOMAN RKPD



TUJUAN

ALUR PROSES

ISU STRATEGIS



Pembahasan & Kesepakaan

KUA antara KDH dgn DPRD (Juni)

Pembahasandan Kesepakatan PPASantara 
KDH dgn DPRD (Juni)

PenyusunanRKA-SKPD& RAPBD 
(Juli-September)

Pembahasandan persetujuan 
RancanganAPBDdgn DPRD

(Oktober-November)

PenetapanPerdaAPBD

(Desember)

PenetapanRKPD

(Mei)

Musrenbang

(Maret s.d April)

Forum SKPD

Penyusunan Renja SKPD  
Kab/Kota (Maret)

MusrenbangKecamatan

(Februari)

Musrenbang Desa

(Januari)

Penyusunan DPA SKPD

(Desember)

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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10

13Pelaksanaan APBD

Januari thn berikutnya

Evaluasi Rancangan 

Perda APBD (Desember)

RKPD KUA PPAS RAPBD



TUJUAN PERMENDAGRITTG RKPD 2018

1. MensinergikanperencanaanpembangunantahunanantarPusat&Daerah

sertaAntardaerah

2. KonsistensiPenjabaranProgramRPJMDkedalamRKPDTahun2018

3. KeselarasanpenyusunanRENJASKPDdenganRENSTRASKPD& RKPD

Tahun2018

4. PedomanPerubahanRKPD&PerubahanRENJAPD

5. Meningkatkan pengendalian& evaluasi hasil RKPD& RENJAPD Tahun

2018

6. Tercapainyaprioritas dan sasaranpembangunandaerahkabupaten/kota,

provinsi mendukung prioritas dan sasaran pembangunannasional yang

ditetapkandalamRKPTahun2018



ISU STRATEGIS

1
APLIKASI 

PEMBANGUNANDAERAH

Ç AKANDIBANGUN APLIKASI 
YANG BERTUJUAN UNTUK 
MEMBANTUK DAERAH 
DALAM PERENCANAANN, 
PELAKSANAAN, 
PENGENDALIAN DAN 
EVALUASI PEMBANGUNAN 
DAERAH

Ç APLIKASI TERSEBUT 
PERUPAKAN 
PENERJEMAHAN DARI 
PROSES PENYUSUNAN
DOKREN DAERAH SESUAI 
PERMENDAGRI 54 TAHUN 
2010 DAN 
PERUBAHAN/PENGGANTIN
YA

Ç APLIKASITERINTEGRASI 
DENGAN E-PLANNING 
BAPPENAS

2
KONSISTENSI

Ç PROGRAM DAN KEGIATAN 
DALAM RKPD HARUS 
DAPAT MENGAKOMODIR 
HASIL KESEPAKATAN
DALAM RAKORTEK

Ç KONSISTEN ANTARA 
DOKUMEN RPJMD DAN 
RPJMN HARUS 
DITINGKATKAN

Ç PERLU PENYELARASAN 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
DALAM SETIAP URUSAN 
ANTAR LEVEL 
PEMERINTAHAN



FOKUS DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

ALUR SISTEM PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH

PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL

KONDISI IDEAL PENCAPAIAN TARGET NASIONAL

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

FAKTOR-FAKTOR PENTING DALAM PENYUSUNAN DOKREN DAERAH



FOKUSDAERAH DALAMMELAKUKANPEMBANGUNAN

TERCAPAINYA

TARGET 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

KINERJA

PEMERINTAH

DAERAH SEMAKIN

BAIK

DAERAH 
MEMBANGUN

POTENSI

DAN 

KARAKTERISTIK

DAERAH

ISU

STRATEGIS
PROGRAM

1

25

34

KEGIATAN

PRIORITAS
PERMASA-

LAHAN

INPUT

PRIORITAS
SASARANDAN 

PROGRAM 
DALAMRPJMD

PRIORITAS
SASARAN

DAN 
PROGRAM 

DALAMRKP

PROGRAM 
STRATEGIS
NASIONAL



ALUR SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

TATA RUANGSEBAGAI ACUANDALAMPERENCANAANĄ HARUS DIIMPLEMENTASIKAN

RTRW PROVINSI

RTRWN

RTRW 

KABUPATEN/KOTA

RTR Pulau

RTR KSP

RTR KSK

RDTR

RTR KSN

SPASIAL ASPASIAL
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PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL
(Pasal258 & Pasal259)

TARGET 

PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Peningkatan & pemerataan pendapatanmasyarakat, 

2. Kesempatankerja, 

3. Lapangan berusaha, 

4. Meningkatkan akses dan kualitaspelayanan publik 

5. Daya saing Daerah.

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sinkronisasi dan harmonisasi 

KOORDINASI TEKNIS,

Dikoordinasikan oleh MDN dengan 

Menteri Bidang Perencanaan

K/L PROVINSI

TARGET 

PEMBANGUNAN PROVINSI

KOORDINASI TEKNIS 
Pembangunan dilaksanakan

oleh GUBERNUR sebagai wakil 

Pemerintah Pusat

PROV KAB/KOTA



Target Prov

(3)

Target Prov

(2)

Target Prov 

(5)

Target Kab

(1)

Target Kab

(0,5)

Target Kota

(1,5)

PemerintahPusatmencanangkan

TARGET dan membahasdalam

Musrenbangnasserta meminta

komitmen Gubernurdalam mencapai

Target Nasional

Gubernurmencanangkantarget dan

membahasdalam musrenbangprov serta

meminta komitmenbupati/ walikotadlm

pencapaiantarget prov

Target Kec A

(0,2)

Target Kec B

(0,7)

Target Kec C

(0,1)

Camat mencanangkantarget dan membahasdalam

musrenbangKecamatan serta meminta komitmen

Kades/Lurah dlm pencapaiantarget desa/kelurahan

Bupati/Walikota mencanangkantarget dan

membahasdalam musrenbangK/K serta

meminta komitmenCamatdlm

pencapaiantarget kabupate/kota

Target Nasional

(10)

ILUSTRASI KONDISI IDEAL 

PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH 



DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 

RPJPD

Renstra

RPJMD

Renja

RKPD

memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan 

dalam rangka pelaksanaanUrusan Pemerintahan Wajib dan/atau 

UrusanPemerintahanPilihan sesuai dengan tugas dan fungsi 

setiapPerangkat Daerah.

memuat program, kegiatan, lokasi, dankelompok sasaran yang 

disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan 

fungsi setiap Perangkat Daerah.

ditetapkan dengan

PERKADAsetelah 

RPJMD ditetapkan.

ditetapkan PERKADA

setelah RKPD 

ditetapkan

penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang 

memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan 

Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah 

dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka 

pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 

yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

penjabarandari RPJMDyang memuat rancangankerangka

ekonomiDaerah, prioritaspembangunanDaerah, serta rencana

kerja dan pendanaanuntuk jangkawaktu 1 (satu) tahun yang 

disusundenganberpedomanpada RKPdan programstrategis

nasionalyang ditetapkan oleh PemerintahPusat

ditetapkan dengan

Perkada

penjabarandari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaranpokok

pembangunandaerahjangkapanjanguntuk 20 (dua puluh) tahun

yang disusundenganberpedomanpada RPJPNdan RTRW.

Ditetapkan dengan 

PERDA

paling lama 6 (enam)

bulan setelah RPJPD

periode sebelumnya 

berakhir

UU No.23 Th. 2014, 

Pasal272-273

UU No.23 Th. 2014, 

Pasal263-264

Ditetapkan dengan 

PERDApaling lama 6 

(enam) bulan setelah 

Kepala Daerah terpilih 

dilantik

Rencana

Pembangunan 

Daerah 

Rencana

Perangkat

Daerah 

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN 

DAERAH

1

2

1

2

3

1

2



FAKTORPENTINGDALAM

DOKUMENPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DOKUMEN
RENCANA

PEMBANGUNAN 
DAERAH

KETERSEDIAAN
DATA

ISUSTRATEGIS
DAERAH 

(KONDISI, 
MASALAH, DAN 

POTENSI
DAERAH)

ISU
STRATEGIS
NASIONAL

ISU
GLOBAL 
(SDGõs)

KEMAMPUAN
KEUANGAN

DAERAH

DUKUNGAN
REGULASI



PEMBAHASAN KORTEK

DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN DAK

TOTAL USULAN DALAM KORTEK

CONTOH ANALISA

TEKNIK ANALISA

PEMBAHASAN DENGAN K/L TERKAIT



KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAK1

2

3

1
3ÅÓÕÁÉ ÄÅÎÇÁÎ ÁÒÁÈÁÎ 0ÒÅÓÉÄÅÎȡ Ȱρ ÕÓÕÌÁÎ 
ÄÅÎÇÁÎ ÍÅÎÇÇÕÎÁËÁÎ ÔÅËÎÏÌÏÇÉ ÉÎÆÏÒÍÁÓÉȱ 

Bappenas dan Kementerian Keuangan telah sepakat 
bahwa mekanisme pengusulan DAK 2018 akan 
menggunakan aplikasi yang diintegrasikan dengan e-
planning Bappenas  (penyempurnaan mekanisme 
proposal based dari tahun sebelumnya);

Saatini tengahdilakukan pengembanganaplikasi
tersebut, yang dirancangmencakup:
1. UsulankegiatanDAK tahun 2018 
2. Data teknis yang dibutuhkan dalampengusulan

kegiatanDAK tahun 2018 
3. Data realisasipelaksanaanDAK tahun 2015 ɀ2016 
4. Usulankebutuhan (kegiatandan alokasi) di 2 

tahun mendatang
5. Ditargetkan padaakhir Maret 2017 telah

dilakukan uji cobaaplikasi di beberapadaerah
sampling dan sosialisasikepadadaerahpadaawal
April 2017 (tanggal03-10 April 2017).

LATAR BELAKANG

2

1

4

Kemendagri , Bappeda Provinsi dan
Bappeda Kab/kota melakukan verifikasi
usulan e-proposal (e-planning) yang akan
diintegrasikan ke dalam aplikasi E-
planning DAK



Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian

berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang 

tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan 

Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

24 melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan 
Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional .

PASAL 258 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014

DILAKUKAN DALAM BENTUK KOORDINASI TEKNIS

Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan koordinasi

teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga

pemerintah nonkementerian dan Daerah .

PASAL 259 AYAT 1 UU 23 TAHUN 2014

SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN

Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga

pemerintah nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan

pembangunan .

K
O

O
R

D
IN

A
S

I K
O

R
T

E
K Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan

Daerah kabupaten/kota dan antar -Daerah kabupaten/kota

lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai

wakil Pemerintah Pusat .

ANTARA K/L DAN PEMDA PROVINSI DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI DAN MENPPN

PASAL 259 AYAT 2 UU 23 TAHUN 2014

ANTARA  PROVINSI DAN KAB/KOTA DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR

PASAL 259 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014

Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah .

JENIS-JENIS KORTEK

PASAL 259 AYAT 4 UU 23 TAHUN 2014

DASAR HUKUM RAKORTEK2



1

RAKORTEK

23

4

1. Klarifikasi target provinsi

berdasarkan target PN

2. Kesepakatan antara K/L dan

Daerah terkait pencapaian

sasaran PN

SASARAN PN

PROYEK KL PENDUKUNG PN

1. Verifikasi proyek sesuai

dengan kewenangan

2. Kebutuhan dukungan daerah

3. Kesepakatan terkait lokasi ,

target dan pembiayaan

USULAN DAERAH PENDUKUNG PN

1. Verifikasi proyek sesuai dengan

kewenangan

2. Verifikasi Kesesuaian usulan daerah

dengan PN 

3. Verifikasi terkait target dan anggaran

4. Konfirmasi kesiapan daerah dalam

pelaksanaan usulan kegiatan

PIRORITAS DAERAH

1. Verifikasi usulan prioritas daerah dari sisi

target dan pendanaan

2. Verifikasi usulan sesuai dengan

kewenangan

3. Verifikasi usulan dengan melihat

intensitas urusan pemerintahan

PEMBAHASAN RAKORTEK3



TOTAL USULAN DALAM RAKORTEK4

Telahdibahas
dalamKortek

Usulandaerah
yang lolos
verifikasi
Bappeda
Kab/ kota

UsulanDaerah 
yang Lolos 
Verifikasi

bappedaProv

TOTAL 95.698 USULAN

TOTAL 77.364 USULAN

TOTAL 51.639 USULAN

TOTAL 13.658 USULAN

TOTAL 600 USULAN

Data Hasil Kortek  
BatamdanMakasar



ÇTerdiri dari data terkait
proyek K/L pendukungPN

ÇData usulan terkait
kewenanganpusat, 
provinsi , dan kab/ kota

Berdasarkan
kewenanganpusat, 
provinsi , dan
kab/ kota

Kegiatanyang terkait
kewenangantiap level 
pemerintahan
dikelompokkan
berdasarkanlokasi
kegiatan

Kegiatanyang sudah
dikelompokkan menurut
kewenangandandaerah
disortir menuruut
prioirtas nasionalyang 
didukung

Imfort data usulan
Kortek

Pengelompokan
menurut

kewenangan

Pengelompokan
menurut Daerah

Pengelompokan
menurut prioritas

nasional

TEKNIK ANALISA DATA5

ANALISA MENURUT URUSAN 



Kab. Tebo

Total Usulanterkait Kab Tebo: 30

UsulanKewenanganPusat15

UsulanKewenanganProvisi 6

UsulanKewenanganKab13

Kab. Bungo

Total Usulanterkait Kab Bungo: 41

UsulanKewenanganPusat22

UsulanKewenanganProvisi 1

UsulanKewenanganKab18

Kab. Kerinci

Total Usulanterkait Kab Kerinci: 43

UsulanKewenanganPusat27

UsulanKewenanganProvisi 7

UsulanKewenanganKab9

Kab. Merangin

Total Usulanterkait Kab merangin: 29

UsulanKewenanganPusat20

UsulanKewenanganProvisi 2

UsulanKewenanganKab7

Kota Sungai penuh

Total Usulanterkait s. penuh: 92

UsulanKewenanganPusat71

UsulanKewenanganProvisi 2

UsulanKewenanganKab19 KabSarolangun

Total Usulan: 62

UsulanKewenanganPusat55

UsulanKewenanganProvisi 6

UsulanKewenanganKab1

Kota Jambi

Total Usulan: 20

UsulanKewenanganPusat18

UsulanKewenanganProvisi 1

UsulanKewenanganKab1

KabMuaro Jambi

Total Usulan: 35

UsulanKewenanganPusat22

UsulanKewenanganProvisi 2

UsulanKewenanganKab11

KabTanjabTimur

Total Usulan: 49

UsulanKewenanganPusat28

UsulanKewenanganProvisi 3

UsulanKewenanganKab18

KanTanjabBarat

Total Usulan: 44

UsulanKewenanganPusat25

UsulanKewenanganProvisi 6

UsulanKewenanganKab13

Total Usulan: 44

UsulanKewenanganPusat27

UsulanKewenanganProvisi 6

UsulanKewenanganKab11

KabBatanghari

DATA HASIL VERIFIKASI BANGDA

CONTOH HASIL REKAPITULASI DAN ANALISA6

PROVINSI JAMBI

JAMBI


